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ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999), UU 7 Tahun 1983 (LN
Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 36
Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN
No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 (LN Tahun
2009 No. 150, TLN No. 5069), UU 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 68, TLN No. 3312)
sebagaimana telah diubah dengan UU 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 62, TLN No. 3569), UU 17
Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.
4355), PP 80 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 169, TLN No. 4797) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan UU 28 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 85, TLN No. 4740), Keppres 56/P
Tahun 2010, Permenkeu RI 99/PMK.06/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Permenkeu RI37/PMK.05/2007.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kelebihan pembayaran PBB dapat dikembalikan dalam hal terdapat PBB yang lebih dibayar karena
diterbitkan SKKP PBB, PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung, PBB yang lebih dibayar karena
diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Undang-Undang PBB, PBB vyang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan
Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang PBB, PBB yang lebih
dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
Undang-Undang KUP, PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan
Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP, PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP,
atau PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak
PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Permenkeu RI 29/PMK.03/2005 dan Permenkeu
RI 188/PMK.03/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2011 dan diundangkan pada tanggal 24
Januari 2011.

- Lampiran: halaman 1-12.



